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SUMMARY
CONSTRUCTION OF LEGAL ENTITY FORM
OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Post enforcement Act Number 11 of 2020 about Job Creation (UU Cipta
Kerja) that change Article 1 number 6 and Article 87 verse (1) Act Number 6 of
2014 about Village, have confirm potition of Village Ownership Enterprises
(VOEs) as a legal entity that established by a village or co-village to manage
business, utilized asset, expand investment and productivity, provide services, or
provide other business to realize profuse welfare of the village community. Status
as a legal entity made the role of VOEs increasingly crucial as a consolidator of
community products or services, producers of various community needs, incubators
of community business, public service‘s, and other various functions. VOEs can
become contributors to the village’s income as well as a stimulus for village
independence.

Even UU Cipta Kerja has confirmed VOEs position as legal entity, but in fact
in UU Cipta Kerja and UU Cipta Kerja nor in its implementation regulation that is
Government Regulation Number 11 of 2021 about VOEs, we cannot find any
regulation regarding the legal entity form to established VOEs. The absence of
regulation regarding the legal form of VOES, become legal issues that important to
analyzed and connect to substantive norm regarding establishment, capital,
organization structure and accountability, and dissolution.

This dissertation discuss three legal issues, i.e. 1) Philosophical basis in

established VOEs; 2) Juridical implications regulation regarding the legal entity

XV

DISERTASI KONSTRUKSI BENTUK BADAN..... AMELIA SRI KUSUMA DEWI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

form of Village-Owned Enterprises; 3) Alternative Construction of Village-Owned
Legal Entities and Parameters for Selection of Forms of Legal Entities. This
research is normative research using various approaches such as statute approach,
conceptual approach, case approach, historical approach, and comparative
approach.

The dissertation produces some conclusions such are: first, the Philosophical
basis of the establishment of VOEs is a manifestation of welfare state theory which
interpreted in state purpose to provide prosperity as big as possible based on
Pancasila, Alinea IV Preamble and Article 33 of Indonesia Constitution. In the
name of community prosperity include purpose for the village community
prosperity. This condition in line with recognition of village or adat village that
mentioned in Act Number 6 of 2014 alz;out Village, where village got recognition
and respect in Indonesia Government system.

The juridical implications of regulating the form of a VOEs legal entity have
not met legal certainty. It happens because several causes, i.e.: 1) Act Number 6 of
2014 about Village, Government Regulation Number 11 of 2021 about VOEs, and
Act Number 40 of 2007 about Limited Company doesn’t mentioned clearly
regarding regulation for VOEs legal entity, cause ambiguity of interpretation, and
conflict of norm ; 2) existing rules are not easy to implement, because there is a
legal vacuum, and inconsistent between regulation about form of VOEs legal entity.

Final finding in this dissertation is about the right legal entity form in
establishment of VOEs for the village’s community prosperity. This is done by

giving alternative reconstruction of legal entity form of VOEs that can answer the
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legal vacuum related to regulation regarding the form of VOEs legal entity i.e.
Village Public Company (Perusahaan Umum Desa — Perumdes) and Village
Company (Perusahaan Perseroan Desa — Perserodes). The choices of the form of
VOEs legal entity follow up by parameter of legal entity form choices and
regulation reconstruction that have a correlation with substantive norms consisting

of establishment, capital, organization structure, and dissolution (liquidation).
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RINGKASAN
KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA

Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang mengubah Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai
badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan
hukum, peran Badan Usaha Milik Desa semakin penting sebagai konsolidator
produk/jasa masyarakat, produsen berba‘gai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha
masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. Badan Usaha
Milik Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di
masa mendatang Badan Usaha Milik Desa diyakini menjadi pengungkit
kemandirian Desa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, tetapi
kenyataannya baik dalam Undang-Undang tersebut maupun peraturan
pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa tetap tidak ditemukan pengaturan mengenai apa bentuk badan
hukum yang dimaksud untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Ketiadaan

pengaturan mengenai bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Desa tentu saja
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akan menjadi isu hukum yang sangat penting untuk dianalisis, apalagi jika dikaitkan
dengan norma substantif terkait pendirian, permodalan, organ dan
pertanggungjawabannya serta pembubarannya.

Penelitiaan disertasi ini membahas tiga isu hukum yaitu : 1) Dasar filosofis
pendirian Badan Usaha Milik Desa; 2) Implikasi Yuridis Pengaturan mengenai
bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa; 3) Alternatif Konstruksi Bentuk
Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dan Parameter Pemilihan Bentuk Badan
Hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus,
pendekatan historis dan pendekatan perbandingan.

Temuan disertasi yaitu : bahwa ﬁasar Filosofis pendirian BUM Desa, yaitu
bahwa pendirian BUM Desa merupakan manifestasi konsep dan teori welfare state
yang kemudian harus dimaknai bahwa di dalam tujuan negara adalah memajukan
kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila, alinea IV Pembukaan, serta
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam
kesejahteraan masyarakat di dalamnya juga ada tujuan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa, hal mana mengingat Desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, apalagi sejak keberadaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin mendapatkan
pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Implikasi Yuridis Pengaturan mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa
terkait Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa belum memenuhi adanya
kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Pertama, bahwa hukum positif yang berlaku
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya
serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksananya termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas) tidak dirumuskan dengan cara jelas dan tegas sehingga menimbulkan
keragu-raguan (multi tafsir) dan berbenturan atau menimbulkan konflik norma;
kedua, hukum positif yang berlaku tidak mudah dilaksanakan karena masih terdapat
kekosongan hukum, serta inkonsistensi antara regulasi/peraturan terkait bentuk
badan hukum Badan Usaha Milik Desa.

Temuan terakhir berupa konstruk‘si bentuk badan hukum yang tepat dalam
Pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa adalah dengan memberikan temuan berupa alternatif konstruksi
bentuk badan hukum BUM Desa yang dapat menjawab kekosongan hukum terkait
pengaturan mengenai bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa yaitu bentuk
badan hukum Perusahaan Umum Desa (Perumdes) Atau Perusahaan Perseroan
Desa (Perserodes). Pemilihan bentuk badan hukum tersebut ditindaklanjuti oleh
Peneliti dengan konsep mengenai parameter pemilihan bentuk badan hukum serta
rekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait norma substantif yaitu

pendirian, modal, organ dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
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ABSTRACT

CONSTRUCTION OF LEGAL ENTITY FORMS
OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Act Number 11 of 2020 about Job Creation (UU Cipta Kerja) has confirmed
the position of Village Owned Enterprises (VOEs) as a legal entity. Status as a
legal entity made the role of VOEs increasingly crucial as a consolidator of
community products or services, producers of various community needs, incubators
of community business, public services, and other various functions. VOEs can
become contributors to the village’s income as well as a stimulus for village
independence. However, neither in UU Cipta Kerja nor in its implementation
regulation we cannot find any regulation regarding the form of legal entity to
established VOEs. Legal issues examined in this dissertation are 1) Philosophical
basis in established VOEs; 2) Juridical implications regulation regarding the legal
entity form of Village-Owned Enterprises; 3) Alternative Construction of Village-
Owned Legal Entities and Parameters for Selection of Forms of Legal Entities. This
research is normative research using various approaches such as statute approach,
conceptual approach, case approach, historical approach, and comparative
approach. The dissertation produces some conclusions such are: first, the
Philosophical basis of the establishment-of VOEs is a manifestation of welfare state
theory which interpreted in state purpose to provide prosperity as big as possible
based on Pancasila, Alinea IV Preamble and Article 33 of Indonesia Constitution.
Second, The juridical implications of regulating the form of a VOEs legal entity
have not met legal certainty. Third, the Author found about the reconstruction of
the right form of VOEs legal entity that can provide prosperity for the village
community. The choices of the form of VOEs legal entity follow up by parameter
of legal entity form choices and regulation reconstruction that have a correlation
with substantive norms consisting of establishment, capital, organization structure,
and dissolution (liquidation).

Key words: Legal Entity, Village Ownership Enterprises (VOEs).
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ABSTRAK

KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM USAHA MILIK DESA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan
hukum. Status sebagai badan hukum membuat peran BUM Desa semakin krusial
sebagai konsolidator produk atau jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan
masyarakat, inkubator bisnis masyarakat, layanan publik, dan berbagai fungsi
lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan desa sekaligus menjadi
pendorong kemandirian desa. Namun, baik dalam UU Cipta Kerja maupun dalam
peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai bentuk
badan hukum BUM Desa yang didirikan. Isu hukum yang dikaji dalam disertasi ini
adalah 1) Dasar filosofis pendirian BUM Desa; 2) Implikasi yuridis pengaturan
mengenai bentuk badan hukum BUM Desa; 3) Alternatif konstruksi bentuk badan
hukum BUM Desa dan parameter pemilihan bentuk badan hukum. Penelitian ini
merupakan penelitian normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti
pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan
historis, dan pendekatan komparatif. Disertasi tersebut menghasilkan beberapa
kesimpulan antara lain : pertama, dasar filosofis pendirian BUM Desa adalah
perwujudan dari teori negara kesejahteraan yang dimaknai sebagai tujuan bernegara
yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya berdasarkan
Pancasila, Pembukaan Alinea IV dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kedua,
Implikasi yuridis pengaturan bentuk badan hukum BUM Desa belum memenuhi
kepastian hukum. Ketiga, Peneliti menemukan tentang konstruksi bentuk badan
hukum BUM Desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Pilihan bentuk badan hukum BUM Desa ditindaklanjuti dengan parameter pilihan
bentuk badan hukum dan rekonstruksi terhadap regulasi yang berkorelasi dengan
norma-norma substantif yang terdiri dari pendirian, permodalan, organ, dan
pembubaran.

Kata kunci : Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah
diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 .tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132); sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah
diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5601);

Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Keputusan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA,
DPR, BPK, dan MA

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan
Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR,
BPK, dan MA

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada
Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
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Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5864);
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6173);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
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Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 6);
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